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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1. Kewenangan Komisi Yudisial yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar 

1945 adalah untuk  menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui 

berbagai cara, mulai dari Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat 

mengenai hakim yang dicurigai melakukan pelanggaran, mengusut 

pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, serta memberikan rekomendasi 

kepada Mahkamah Agung mengenai hakim yang terbukti melakukan 

pelanggaran. Namun terdapat 1 (satu) upaya yang kewenangannya belum 

dimiliki oleh Komisi Yudisial, upaya tersebut adalah membuat rekomendasi 

sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan jika terbukti ada hakim yang 

melanggar KEPPH, yang diketahuinya melalui eksaminasi putusan hakim. 

Pemberian kewenangan rekomendasi yang mengikat kepada Komisi Yudisial 

dinilai penulis merupakan hal yang paling tepat, karena Komisi Yudisial 

merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan paling kuat untuk 

mengawasi hakim, oleh sebab kewenangannya langsung diatur dalam Undang 

- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kewenangan 

rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan setelah dilakukannya 

eksaminasi putusan hakim sebagai dasar rekomendasi dinilai penulis urgen, 

karena hingga saat ini, sangat banyak pelanggaran hingga tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku profesi hakim, berdasarkan data yang didapat penulis, 

sejak Komisi Yudisial pertama berdiri tahun 2005 pun telah ada 657 orang 

hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH, kemudian banyak pula 

hakim – hakim yang tertangkap KPK karena terbukti terlibat dalam tindak 

pidana suap. Kekhawatiran akan banyaknya hakim yang mencederai 

kehormatan dan keluhuran profesinya, memunculkan ide untuk menambahkan 

kewenangan Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi sanksi yang 

mengikat untuk dilaksanakan agar hakim – hakim kedepannya jauh lebih 

berhati – hati dan lebih cermat dalam membuat putusan. Karena setiap putusan 
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yang dikeluarkan hakim di Indonesia mempunyai peluang diberikan 

rekomendasi sanksi jika tidak mencerminkan keadilan. Diharapkan ini 

menjadi salah satu upaya lebih agar hakim di Indonesia terhindar dari perilaku 

yang tidak sesuai hukum. 

2. Konsep ideal rekomendasi Komisi Yudisial memiliki mekanisme yang diawali 

dengan laporan dari masyarakat mengenai putusan hakim yang dirasa 

mencederai rasa keadilan masyarakat, karena yang ada sekarang ini hanyalah 

mekanisme pelaporan untuk masyarakat yang memiliki bukti hakim telah 

melakukan suap. Selain pelaporan dari masyarakat mengenai putusan hakim, 

Komisi Yudisial pun perlu bersikap peka dan aktif dalam melihat fenomena 

yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Laporan yang masuk ke Komisi Yudisial setelah 

melalui proses pemilahan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim khususnya 

Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat, ditindaklanjuti dengan pembuatan 

eksaminasi putusan hakim. Setelah eksaminasi putusan hakim dibuat dan jika 

terbukti hakim yang memutus perkara tersebut melakukan pelanggaran 

KEPPH, idealnya rekomendasi Komisi Yudisial akan dikeluarkan, dan dapat 

langsung mengikat hakim bersangkutan ke MKH untuk hakim agung dan 

MKK untuk hakim konstitusi. Dari Eksaminasi Putusan Hakim tersebut akan 

ada rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial untuk hakim yang bersangkutan. 

Karena saat ini, rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung 

seringkali diabaikan dan jarang hakim yang telah terbukti melanggar KEPPH 

ditindaklajut ke MKH. Idealnya pun Komisi Yudisial bukan hanya 

mengawasi, membuat rekomendasi sanksi dan eksaminasi putusan hakim 

untuk hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung dan dibawah 

Mahkamah Agung saja, namun juga perlu dilakukan pengawasan dan 

Eksaminasi Putusan Hakim terhadap hakim di lingkungan Mahkamah 

Konstitusi. Sehingga Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal bukan 

hanya di lingkungan peradilan Mahkamah Agung, namun di lingkungan 

Kekuasaan Kehakiman. 
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5.2. Saran 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang 

terkait dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pembaca.  Adapun sarannya adalah, untuk mengefektifkan kewenangan Komisi 

Yudisial dalam membuat rekomendasi sanksi, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan, diantaranya: 

a. Perlu dilakukan revisi oleh DPR mengenai Undang – Undang tentang 

Komisi Yudisial, memasukkan pasal baru tentang kewenangan Komisi 

Yudisial mengeluarkan rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan, 

dan memasukkan lagi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawas hakim 

Mahkamah Konstitusi;  

b. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu membuat peraturan lebih 

khusus mengenai tata cara dan rincian proses rekomendasi sanksi yang 

mengikat untuk dilaksanakan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial; 

c. Memperbaharui Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

mengenai Majelis Kehormatan Hakim yang akan menyelenggarakan sidang 

bagi hakim yang melanggar KEPPH; 

d. Membuat Peraturan Bersama antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi 

Yudisial mengenai kerjasama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan 

Komisi Yudisial untuk menyelenggarakan sidang bagi hakim konstitusi yang 

melanggar KEPPH; 

e. Memasukkan mekanisme pelaporan online untuk putusan hakim yang dirasa 

mencederai keadilan masyarakat, dalam website resmi Komisi Yudisial.  
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